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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan peristiwa pengibaran 

bendera Jolly Roger yang terjadi menjelang perayaan Hari Kemerdekaan 

Indonesia, yang menimbulkan problematika hukum dan sosial terkait dengan 

perlindungan lambang kenegaraan serta jaminan hak kebebasan berekspresi 

bagi warga negara. Rumusan masalah  yang diteliti adalah bagaimana hukum 

pengibaran bendera Jolly Roger berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu 

kebangsaan dan bagaimana tinjauan fiqih siyãsah dustũriyah terhadap surat 

edaran Bupati Tanggamus.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual 

(conseptual approach), yang mengkaji pengibaran Bendera Jolly Roger 

menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan kajian literatur Fiqih 

siyãsah dustũriyah terhadap Surat Edaran Bupati Tanggamus. Teknik 

pengumpulan bahan hukum meliputi studi pustaka terhadap bahan hukum 

primer, sekunder, dan tersier terkait pengibaran bendera. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah model deduktif.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 menegaskan Bendera Merah Putih sebagai lambang kedaulatan 

dan kehormatan bangsa yang utama, sedangkan pengibaran bendera lain 

termasuk Bendera Jolly Roger dapat dipahami sebagai ekspresi kebebasan 

berekspresi yang sah sepanjang tidak merendahkan kehormatan bendera 

negara dan tidak membahayakan ketertiban umum. Surat edaran yang 

dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus, menurut perspektif fiqih siyãsah 

dustũriyah, bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl), musyawarah (syura), 

dan maslahah karena bersifat represif sepihak tanpa dalil kuat. 

Sebagai saran, peneliti menyarankan agar pemerintah sebaiknya 

mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang makna simbol-simbol non 

formal seperti Bendera Jolly Roger, dengan melibatkan ahli budaya dan 

komunitas penggemar anime, untuk mencegah kesalahpahaman dan 

mengarahkan ekspresi tersebut ke arah positif. Bupati Tanggamus hendaknya 

mengutamakan dialog dan edukasi untuk memelihara kerukunan sosial dan 

mengakomodasi aspirasi rakyat secara proporsional, tanpa tindakan represif 

yang berlebihan. 
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